
BAB I 

PE N D AH U L U A N  

Kitab Undung-Undang I lukum Pidana tidak membedakan jendcr si 

pclaku dan korban lindak pidana apakah lclaki atau wanita, padahal dalam 

kenyataaunya kerugian yang diderita oleh korban yang wanita jauh lebih 

besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja bersifot material tetapi 

juga immaterial yang amara lain bcrupa kegoncangan cmo�ional dan 

psikologis yang langsung au1u tidak langsung akan mcmpengaruhi masa 

dcpannya, kchidupun prihadinya, kariemya, anak-anaknyu dun kcluarganya. 

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu tindak 

kckcrasan suami kcpadu istcri. Pengcrtian kekerasan terhadap wanita ditinjau 

dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yaitu : Setiap tindakan kekerasan 

bcrdasarkan jendcr (IU\\Ull jcni�) yang menycbabkan atau dapat 

mcnycbabkan kerugian :llau pcndcritaan lisik, seksual otau psikologis 

terhadap wanita, tcrmm.uk ancaman untuk mclakukan tindakan tcrscbut, 

pemaksaan atau perampasan kebcbasan, baik yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat atau pribadi. 

Kerugian yang diderita oleh seorang anak wanita, seorang gadis atau 

) ang telah bersuami adalah sama beratnya. Mengingat lebih dari setengah 

penduduk Indonesia adalah golongan wanita. maka tindak kekerasan 
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tcrhadap kaum \\Wlita l.nlau 1idak cepat diantisipasi dan ditanggulangi bail< 

kualitas maupun kuan1i1asnya dikhawatirkan akan bertambah, dan akhimya 

akan mempunyai pcngaruh terhadap ketenteranrnn mayarakat luas, karena 

bukanlah kcluargu mcrupakan dasar rumbuh kcmbangnya masyarakat. 

Seorang wanitu anggo1a kcluarga yWlg menjadi korban tindak pidWla 

kel.erasan dan mcndcrita kcgoncangan emosional, secara langsung atau tidak 

langsung akan mcmbcrikan pengaruh negatif terhadap keluargan)'n dan 

akhimya terhadap masyarakat di lingkungannya. 

Walaupun kcrugian material dan pcndcritaan immaterial yang harus 

ditanggung wanita sangat besar, namun trunpaknya pcrundang-undangan di 

Indonesia yang bcrluku masih kurang mcmbcrikan pcrhatian yMg 

scwajamya terh.fuap jcndcr korban Lersebut. 

Masyar.ikat mcmbcrikan kedudukan kepada suami scbagai pimpinan 

kduarga. Kedudukan dcrnikian 1idak membenarkan suami melakukan kekerasan 

terhadap is1erinya. Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang

Undang No. 23 Tahun 2004/cniang Penghapusan Kekcr.isan Dalwn Rumah Tangga 

akan menimbulkan konllik tcrlebih-lcbih apabila ditilik Dasal 8 Undang-Undang No. 

23 Tahun 2004 yang bcrbun) i : 

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf c mclipu1i : 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga 1crsebm. 
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